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ABSTRACT 

This study aims to analyze the influence of work culture and employee competence 

on perceptions regarding the implementation of New Public Management within 

the land administration bureaucracy, focusing on the Magelang Regency Land 

Office. The study employed a quantitative method using a survey approach, 

involving 36 respondents out of 60 civil servants (PNS) at the Magelang Regency 

Land Office; the number of respondents was determined based on the number of 

returned questionnaires that met the criteria for analysis. Data collection was 

conducted by distributing a questionnaire using a Likert scale, while data analysis 

employed the Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 

method using the SmartPLS 4 software. The results of the study indicate that work 

culture has a positive and significant effect on the perception of implementation of 

NPM, with a path coefficient of 0.410, a t-statistic of 2.917, and a p-value of 0.002. 

Employee competence has a positive and significant effect on work culture, with a 

path coefficient of 0.568, a t-statistic of 6.379, and a p-value of 0.001. Furthermore, 

employee competence also has a positive and significant effect on the perception of 

implementation of NPM, with a path coefficient of 0.330, a t-statistic of 1.951, and 

a p-value of 0.026 in a one-tailed test. The research findings indicate that 

strengthening work culture and enhancing employee competencies are factors that 

play a role in supporting the implementation of NPM principles in the land 

administration bureaucracy. Therefore, improving NPM implementation must be 

supported by strengthening organizational work values and behaviors, as well as 

the continuous development of employee competencies. 

Keywords: Employee Competence, Land Administration Bureaucracy, New Public 

Management, Work Culture  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintah yang 

memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 

pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 

tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, BPN 

merupakan bagian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN), yaitu kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang serta membantu Presiden 

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Melalui tugas tersebut, Kementerian 

ATR/BPN menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pertanahan sebagai 

wujud pelaksanaan fungsi pemerintahan untuk memberikan kepastian hukum, 

perlindungan hak atas tanah, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam konteks administrasi pertanahan, kualitas pelayanan publik menjadi 

aspek yang sangat penting karena menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. 

Kebutuhan masyarakat terhadap legalitas hak atas tanah semakin meningkat seiring 

dengan berkembangnya pembangunan fisik, pertumbuhan penduduk, dan mobilitas 

masyarakat (Safitri dkk., 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan 

administrasi pertanahan seperti penerbitan sertipikat tanah, pengurusan peralihan 

hak (balik nama), hingga penyelesaian sengketa pertanahan, harus dilakukan secara 

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.  

Namun, dalam kenyataannya, penyelenggaraan pelayanan pertanahan masih 

menghadapi berbagai kendala dan keluhan masyarakat, terutama terkait prosedur, 

perilaku aparatur, ketepatan waktu, dan biaya pelayanan (Medja dkk., 2020).  

Kondisi tersebut juga tercermin dalam Laporan Kinerja Kantor Pertanahan 

Kabupaten Magelang Tahun 2025, yang menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan 

Masyarakat terealisasi sebesar 16,11 dari target 17 indeks (94,76%). Selain itu, 

beberapa layanan belum mencapai target dan masih terdapat kendala berupa 

keterbatasan tenaga pengukur, belum optimalnya cakupan sertifikasi tanah, belum 
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tersedianya RDTR, serta belum terintegrasinya basis data antara Kementerian 

ATR/BPN dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai 

capaian telah diraih, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik.  

Berbagai keluhan tersebut menunjukkan bahwa persoalan layanan pertanahan 

tidak hanya bersifat internal, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan 

dan harapan masyarakat terhadap layanan pertanahan. Kondisi tersebut mendorong 

Kantor Pertanahan ATR/BPN untuk melakukan berbagai upaya perbaikan agar 

pelayanan yang diberikan menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah diakses. 

Dalam konteks tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran penting 

dalam pengelolaan dan pelayanan pertanahan yang harus dilakukan secara 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam penerbitan sertipikat 

dan layanan pertanahan lainnya (Ramadhini & Kusbandrijo, 2025).  

Dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik, pemerintah 

mengeluarkan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025. Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem 

pemerintahan, terutama dalam kelembagaan, prosedur kerja, dan kualitas aparatur, 

agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik (Wulan & Mustam, 2017). 

Sejumlah prinsip birokrasi dinilai masih relevan untuk diterapkan dalam lembaga 

pelayanan publik, antara lain adanya standar kerja dan pembagian tugas yang jelas, 

penerapan objektivitas dan netralitas, penguatan profesionalitas serta loyalitas 

aparatur, serta penggunaan sistem prestasi kerja sebagai dasar pengembangan karier 

pegawai (Wibowo & Kertati, 2022).  

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, berbagai instansi pemerintah 

mulai mengadopsi pendekatan manajemen publik yang berorientasi pada 

peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan melalui konsep NPM. Penerapan 

prinsip-prinsip NPM menekankan pentingnya efisiensi, orientasi pada hasil, 

peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas, serta responsivitas terhadap 

kebutuhan masyarakat (Novienty & Febiayu, 2025). Dalam konteks pertanahan, 

sejumlah kebijakan dan inovasi pelayanan, seperti Sertipikat Tanah Elektronik, 
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digitalisasi warkah, loket layanan digital, dan layanan prioritas, dapat dipahami 

sebagai instrumen yang berpotensi mendukung prinsip-prinsip tersebut. Digitalisasi 

layanan dan warkah, misalnya, dapat dikaitkan dengan upaya meningkatkan 

efisiensi proses dan efektivitas pelayanan, sedangkan layanan prioritas 

mencerminkan orientasi pada peningkatan kualitas dan responsivitas pelayanan 

kepada masyarakat. Namun demikian, keberadaan inovasi tersebut tidak secara 

otomatis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip NPM telah terimplementasi secara 

optimal. Implementasi NPM perlu dilihat lebih lanjut berdasarkan sejauh mana 

kebijakan dan praktik pelayanan tersebut benar-benar mencerminkan orientasi pada 

kinerja, efisiensi, kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat.  

Namun demikian, implementasi prinsip NPM dalam layanan pertanahan tidak 

selalu berjalan optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan 

transformasi layanan sangat dipengaruhi oleh faktor internal birokrasi, terutama 

kesiapan sumber daya manusia, budaya kerja aparatur, serta kemampuan organisasi 

dalam menyesuaikan sistem dan prosedur kerja dengan pendekatan manajerial yang 

lebih modern. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi menuntut aparatur 

yang memiliki kualifikasi memadai, baik dari sisi keterampilan maupun 

pengetahuan, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya (Hartati, 2020). Selain itu, 

aparatur juga dituntut untuk memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta 

menunjukkan perilaku profesional sebagai Aparatur Sipil Negara yang 

berlandaskan pada norma hukum, nilai, budaya yang berlaku, dan prinsip moral 

yang dianut (Yora dkk., 2025).  

Dalam konteks tersebut, budaya kerja menjadi salah satu faktor internal yang 

berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. 

Budaya kerja berlandaskan pada nilai-nilai yang membentuk karakter, kebiasaan, 

dan dorongan perilaku yang berkembang dalam suatu komunitas. Nilai-nilai 

tersebut tercermin dalam sikap, tujuan, pandangan, serta tindakan individu yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan (Haeruddin dkk., 2023). Budaya kerja 

yang positif dapat mendorong kedisiplinan, profesionalisme, dan rasa tanggung 

jawab aparatur, sehingga berdampak pada efektivitas pengelolaan sumber daya 

manusia. Lebih lanjut, budaya organisasi yang kuat dalam lingkungan 
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pemerintahan mampu mendorong aparatur untuk terus memperbaiki kinerja dan 

meningkatkan kualitas kompetensi yang dimiliki dalam rangka mendukung 

pencapaian tujuan organisasi (Yana Rosdiana dkk., 2023).  

Budaya birokrasi yang masih didominasi oleh pola kerja hierarkis dan dan 

cenderung mempertahankan kebiasaan lama sering menjadi kendala dalam 

pelaksanaan perubahan maupun pengembangan inovasi di sektor publik. Pola 

hubungan kerja yang hierarkis serta kecenderungan mempertahankan cara kerja 

lama menyebabkan aparatur kurang terbuka terhadap penerapan paradigma baru 

yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pelayanan (Devi dkk., 2023). Kondisi 

tersebut menyebabkan proses transformasi organisasi belum dapat berlangsung 

secara optimal, meskipun telah didukung oleh berbagai kebijakan dan agenda 

reformasi birokrasi. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Indrawati, 2017) yang menegaskan bahwa adanya berbagai kelemahan dan 

tantangan dalam budaya kerja sektor publik yang belum sepenuhnya mendukung 

perubahan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan. Kondisi tersebut 

menunjukkan perlunya pendekatan manajerial baru yang mampu mendorong 

perubahan budaya organisasi sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan publik, 

salah satunya melalui pendekatan New Public Management (NPM). 

New Public Management (NPM) menekankan pengelolaan sektor publik yang 

berorientasi pada kinerja pelayanan, penyederhanaan birokrasi, penguatan 

akuntabilitas berbasis hasil, pembagian organisasi ke dalam unit-unit kerja yang 

lebih fleksibel, efisiensi biaya, serta pemberian keleluasaan bagi manajer dalam 

mengelola organisasi secara profesional dan kompetitif. Penerapan prinsip-prinsip 

NPM diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik 

secara berkelanjutan (Supawanhar dkk., 2024). Oleh karena itu, upaya peningkatan 

kinerja sektor publik tidak hanya membutuhkan perubahan pada sistem dan 

prosedur kerja, tetapi juga menuntut adanya pembenahan lingkungan internal 

organisasi, khususnya dalam aspek budaya organisasi, agar selaras dengan nilai-

nilai kinerja, inovasi, dan orientasi pelayanan publik. 

Penerapan New Public Management (NPM) dalam sektor publik menuntut 

adanya aparatur yang memiliki kompetensi memadai agar prinsip-prinsip 
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manajerial yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik dapat 

diimplementasikan secara efektif. Kompetensi adalah suatu karakteristik dasar dari 

seseorang yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, 

peran, atau situasi tertentu (Mardiosa dkk., 2023). Kompetensi pegawai tidak hanya 

dipahami sebagai kemampuan teknis dalam menjalankan tugas administratif, tetapi 

juga mencakup kemampuan digital, keterampilan komunikasi, kemampuan 

pemecahan masalah (problem solving), serta kompetensi etis. Kompetensi pegawai 

yang tinggi, didukung oleh budaya kerja yang baik, akan memberikan kontribusi 

signifikan dalam mendukung organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. 

Kondisi tersebut juga berdampak pada peningkatan prestasi kerja dan kinerja 

masing-masing pegawai secara berkelanjutan (Irmayanti dkk., 2020).  

Temuan penelitian Adilase & Subrata (2022) membuktikan bahwa kompetensi 

pegawai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kompetensi 

tersebut tercermin melalui beberapa indikator utama, meliputi pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, nilai yang dianut, sikap kerja, serta minat individu 

dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa 

keberhasilan penerapan New Public Management (NPM) dalam sektor publik 

sangat ditentukan oleh kualitas kompetensi aparatur.  

Dalam praktik organisasi, kurangnya kompetensi pegawai dan budaya kerja 

yang lemah sering menyebabkan kinerja menurun. Kondisi ini pada akhirnya 

menghambat organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Trijadi 

Herdajanto, 2025). Kompetensi pegawai yang meliputi pengetahuan, keterampilan, 

dan etos kerja merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas. 

Oleh karena itu, organisasi perlu menyusun dan melaksanakan strategi 

pengembangan kompetensi pegawai secara terencana dan berkelanjutan sebagai 

upaya untuk meningkatkan kinerja, efisiensi kerja, serta daya saing organisasi 

secara keseluruhan.  

Sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi pegawai secara 

positif dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja. Indikator yang digunakan yaitu 

pengetahuan (knowledge), pemahaman (understanding), keterampilan/kemampuan 

(skill), nilai (value), sikap (attitude), dan minat (interest) (Adilase & Subrata, 2022). 
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Semakin tinggi semangat untuk hasil terbaik maka semakin tinggi pula kemampuan 

profesionalnya. Pegawai yang mempunyai budaya kerja tinggi biasanya 

diimplementasikan dalam bentuk dedikasi yang tinggi, tanggung jawab, 

kedisiplinan, kerja sama, ketekunan dalam bekerja, memberikan pelayanan kerja 

dengan penuh keramahan, bertindak sesuai dengan prosedur kerja, mampu 

menyesuaikan kerja dengan baik, selalu bersemangat untuk hasil terbaik dan 

memiliki integritas kepribadian yang tinggi (Yana Rosdiana dkk., 2023).  

Konsep New Public Management (NPM) berkontribusi dalam mendorong 

terwujudnya pelayanan publik yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi 

pada hasil. Melalui penekanan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam 

penyelenggaraan pelayanan maupun pelaksanaan kebijakan, NPM juga 

menempatkan kolaborasi antarberbagai pemangku kepentingan sebagai unsur yang 

penting. Keterlibatan perguruan tinggi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil 

dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sekaligus meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan program (Supawanhar dkk., 2024). Dengan demikian, 

kajian mengenai implementasi NPM tidak hanya bermanfaat untuk menilai kinerja 

organisasi publik, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan institusi 

pemerintahan yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Sebagian besar kajian New Public Management (NPM) di Indonesia hingga 

saat ini masih berfokus pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan 

daerah (Edward dkk., 2024). Sementara itu, penelitian yang membahas penerapan 

NPM di bidang pertanahan masih relatif terbatas, padahal sektor ini memiliki peran 

strategis dalam pembangunan, mendorong investasi, serta memberikan kepastian 

hukum hak atas tanah. Selain itu, penelitian tentang budaya kerja dan kompetensi 

pegawai umumnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik dikaitkan 

dengan implementasi NPM di birokrasi pertanahan. Padahal, budaya kerja yang 

adaptif dan kompetensi pegawai yang memadai merupakan faktor penting dalam 

mendorong efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta inovasi pelayanan publik 

dalam kerangka NPM. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian mengenai 

bagaimana budaya kerja dan kompetensi pegawai berperan dalam mendukung 

implementasi NPM di sektor pertanahan. 
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Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini memilih Kantor Pertanahan 

Kabupaten Magelang sebagai lokus penelitian karena menunjukkan capaian kinerja 

organisasi dan inovasi pelayanan publik yang mencerminkan karakteristik NPM. 

Sepanjang tahun 2025, instansi ini mencatatkan capaian kinerja program strategis 

yang tinggi, realisasi anggaran yang optimal (KabMagelang, 2026), serta penguatan 

transparansi melalui inovasi layanan digital Program MATATAN (Mau Tanya 

Tanah) (KabMagelang, 2025). Dengan demikian, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Magelang menjadi konteks empiris yang relevan dan strategis untuk mengkaji 

peran budaya kerja dan kompetensi pegawai dalam mendukung keberhasilan 

implementasi NPM pada birokrasi pertanahan.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi 

implementasi NPM di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang? 

2. Apakah kompetensi pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

budaya kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang? 

3. Apakah kompetensi pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

persepsi implementasi NPM di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh budaya kerja terhadap persepsi implementasi NPM 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. 

2. Menganalisis pengaruh kompetensi pegawai terhadap budaya kerja di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. 

3. Menganalisis pengaruh kompetensi pegawai terhadap persepsi 

implementasi NPM di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. 

Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen publik 

bidang pertanahan, khususnya terkait persepsi implementasi NPM, budaya 

kerja, dan kompetensi pegawai di sektor publik. 
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2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan dan rekomendasi bagi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Magelang dalam meningkatkan efektivitas implementasi NPM 

melalui penguatan budaya kerja dan peningkatan kompetensi pegawai. 

3. Manfaat Kebijakan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan 

strategi reformasi birokrasi, khususnya di bidang pertanahan, agar lebih 

adaptif terhadap tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh budaya kerja dan kompetensi 

pegawai terhadap persepsi implementasi NPM di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Magelang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 

survei terhadap 36 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Magelang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Partial Least 

Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui aplikasi SmartPLS 4. 

Hasil evaluasi model pengukuran menunjukkan bahwa setelah dilakukan evaluasi 

terhadap indikator-indikator penelitian, konstruk yang digunakan dalam model 

akhir memenuhi kriteria validitas konvergen dan reliabilitas yang dipersyaratkan, 

sehingga dapat digunakan untuk pengujian model struktural dan hipotesis 

penelitian. 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa budaya kerja berpengaruh positif 

terhadap persepsi implementasi NPM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

hipotesis tersebut didukung oleh data. Temuan ini mengindikasikan adanya 

hubungan positif antara budaya kerja dan persepsi implementasi NPM, sehingga 

pegawai yang memiliki budaya kerja yang lebih baik berdasarkan indikator yang 

dipertahankan dalam model cenderung memberikan penilaian yang lebih tinggi 

terhadap persepsi implementasi NPM di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. 

Dengan demikian, budaya kerja merupakan salah satu faktor yang berhubungan 

dengan persepsi implementasi NPM dalam penelitian ini.  

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap budaya kerja, dan hasil pengujian menunjukkan 

bahwa hipotesis tersebut diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kompetensi yang dimiliki pegawai, maka semakin baik pula budaya kerja yang 

berkembang di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Kompetensi pegawai 

menunjukkan asosiasi positif dengan persepsi budaya kerja pada sampel penelitian. 

Hubungan tersebut tercermin pada aspek budaya kerja yang dipertahankan dalam 

model akhir, yaitu kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, semangat dan tanggung 
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jawab dalam melaksanakan tugas, dukungan terhadap organisasi, serta kerja sama 

antarpegawai. 

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap persepsi implementasi NPM, dan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa hipotesis tersebut diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kompetensi yang dimiliki pegawai, maka semakin optimal pula 

implementasi NPM di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Kompetensi 

pegawai yang baik mampu mendukung terwujudnya pengelolaan organisasi yang 

lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun, 

hubungan tersebut memiliki effect size dalam kategori kecil dan tidak memperoleh 

dukungan pada uji dua arah dengan taraf signifikansi 5%, sehingga dukungan 

empiris terhadap hubungan antara kompetensi pegawai dan persepsi implementasi 

NPM bersifat terbatas dan sensitif terhadap metode pengujian yang digunakan.  

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja 

memiliki hubungan positif dan signifikan dengan persepsi implementasi NPM di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Sementara itu, kompetensi pegawai juga 

menunjukkan hubungan positif dengan persepsi implementasi NPM pada uji satu 

arah, tetapi dukungan empirisnya lebih terbatas karena memiliki effect size dalam 

kategori kecil dan tidak memperoleh dukungan pada uji dua arah dengan taraf 

signifikansi 5%. Selain itu, kompetensi pegawai menunjukkan hubungan positif dan 

signifikan dengan budaya kerja. Oleh karena itu, penguatan budaya kerja dan 

pengembangan kompetensi pegawai tetap relevan untuk mendukung penerapan 

NPM, dengan mempertimbangkan bahwa kekuatan bukti empiris pada masing-

masing hubungan dalam model penelitian ini tidak sama.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang 

Berdasarkan hasil penelitian, budaya kerja dan kompetensi pegawai terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi implementasi NPM. Oleh 

karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang disarankan untuk terus 

meningkatkan budaya kerja, terutama dalam membangun loyalitas pegawai, 
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memperkuat komunikasi, dan meningkatkan kerja sama antarpegawai maupun 

antarunit kerja.  

Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai perlu dilakukan secara 

berkelanjutan, terutama dalam penguasaan keahlian teknis serta peningkatan 

kepercayaan diri dalam mengambil keputusan dan berinteraksi di lingkungan 

kerja. 

Penerapan prinsip-prinsip NPM juga perlu dioptimalkan dengan 

memperkuat sistem penilaian kinerja berbasis hasil serta meningkatkan 

pelimpahan wewenang kepada unit kerja yang lebih rendah agar proses 

pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel. Upaya 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Magelang. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian 

dengan menambahkan variabel lain yang relevan dan berpotensi memengaruhi 

persepsi implementasi NPM pada birokrasi pertanahan. Selain itu, penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan jumlah responden yang lebih besar, 

melibatkan Kantor Pertanahan di wilayah yang berbeda, melakukan 

pengembangan dan penyempurnaan instrumen penelitian khususnya pada 

indikator-indikator yang dieliminasi atau mengembangkan model mediasi 

maupun moderasi sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan 

implementasi NPM pada birokrasi pertanahan. 
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